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KEPALA DESA TURUSGEDE
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG
PERATURAN DESA TURUSGEDE
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG
NOMOR 04 TAHUN 2017
T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PEMERINTAH DESA TURUSGEDE KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TURUSGEDE,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Turusgede;
b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa, maka perlu dilakukan penyesuaian stuktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang telah ada;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a dan huruf b  maka struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Turusgede, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
	Mengingat
memperhatikan
	:

:
	1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perunadang-undangan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa (Lembaran Negara Republik    Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara   Republik    Indonesia    Tahun   2015   Nomor  157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik    Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik    Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan  Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123) 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 12) 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 16) 

18. Surat Keputusan Bupati Rembang nomor 141/1092/2017 tentang Klasifikasi Desa di Kabupaten Rembang
Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 25 September 2017


Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURUSGEDE
dan

KEPALA DESA TURUSGEDE
MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN DESA TURUSGEDE TENTANG SUSUNAN ORGANSASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TURUSGEDE KECAMATAN REMBANG
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. Kecamatan adalah Kecamatan Rembang.

4. Desa adalah Desa Turusgede, yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah suatu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa Turusgede dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Turusgede.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa Turusgede.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Turusgede yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Turusgede berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Turusgede setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

11. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa Turusgede untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain, yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang ada di desa Turusgede dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 

14. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang ada di desa Turusgede.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA
(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Sekretariat Desa.
b. Pelaksana teknis.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. 

(1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. 
(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) urusan 
(3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : 

a. Urusan umum dan perencanaan; 

b. Urusan keuangan. 

(4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan. 

(1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi. 
(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : 
a. Seksi pemerintahan
b. Seksi kesejahteraan
c. Seksi pelayanan
(4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.  
Bagan Organisasi Pemerintah Desan Turusgede sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

BAB III

JENIS DESA

Pasal 6
(1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa, yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya. 

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 141/1092/2017 Tentang Klasifikasi Desa, Desa Turusgede ditetapkan sebagai Desa Swakarya.

(3) Desa Swakarya memiliki 2 (dua) urusan dan 3 (tiga) seksi. 

BAB IV
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

KEPALA DESA

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

(3) Kepala Desa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Kepala Desa memiliki fungsi : 

a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti : 

1. Tata praja pemerintahan 

2. Penetapan peraturan di desa 

3. Pembinaan masalah pertanahan 

4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban 

5. Upaya perlindungan masyarakat 

6. Administrasi kependudukan 

7. Penataan dan pengelolaan wilayah. 

b. Melaksanakan pembangunan 

1. Pembangunan sarana prasarana perdesaan 

2. Pembangunan bidang pendidikan 

3. Pembangunan bidang kesehatan. 

c. Pembinaan kemasyarakatan 

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. 

2. Partsipasi masyarakat. 

3. Sosial budaya masyarakat. 

4. Keagamaan. 

5. Ketenagakerjaan. 

d. Perberdayaan masyarakat 

1. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya. 

2. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi. 

3. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang politik. 

4. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup. 

5. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga. 

6. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemuda. 

7. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang olahraga. 

8. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang karangtaruna 

Bagian Kedua

SEKRETARIS DESA
(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa. 
(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelayanan administrasi Pemerintahan Desa dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Desa lainnya. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi meliputi : 

a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti : 

1. tata naskah 

2. administrasi surat menyurat 

3. arsip dan; 

4. ekspedisi 

b. melaksanakan urusan umum seperti : 

1. penataan administrasi perangkat desa 

2. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor 

3. penyiapan rapat 

4. pengadministrasian aset. 

5. pengadministrasian inventarisasi. 

6. pengadministrasian perjalanan dinas 

7. pengadministrasian pelayanan umum 

c. melaksanakan urusan keuangan seperti : 

1. pengurusan administrasi keuangan 

2. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran 

3. verifikasi administrasi keuangan 

4. administrasi pengahasilan kepala desa, perangkat desa, bpd dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 

d. melaksanakan urusan perencanaan seperti : 

1. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa 

2. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan. 

3. melakukan monitoring dan evaluasi program 

4. penyusunan laporan. 

(4) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekretaris desa melaksanakan tugas lainnya sebagai berikut : 

a. menyusun produk hukum desa 

b. mengundangkan produk hukum desa 

c. menyusun LPPD,IPPD dan LKPJ Kepala Desa 

d. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya 

e. memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan 

f. memberikan pelayanan administrasi 

g. melakukan penatausahaan keuangan desa 

h. menyusun RPJMDesa dan RKPDesa 

i. mengelola administrasi kepegawaian 

j. mengumumkan informasi pemerintahan desa kepada masyarakat 

k. memfasilitasi pelaksanaan rapat dan musyawarah Desa. 

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 

Bagian Ketiga

KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN
(1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum dan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan mempunyai fungsi meliputi : 

a. Tata naskah 

b. Administrasi surat menyurat 

c. Arsip 

d. Ekspedisi

e. Penataan administrasi perangkat desa 

f. Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor 

g. Penyiapan rapat 

h. Pengadministrasian aset. 

i. Pengadministrasian inventarisasi. 

j. Pengadministrasian perjalanan dinas 

k. Pengadministrasian pelayanan umum 

l. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. 

m. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan. 

n. melakukan monitoring dan evaluasi program. 

o. penyusunan laporan. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala urusan Umum dan Perencanaan meliputi sebagai berikut : 

a. mencatat dan menginventarisir aset desa; 

b. memelihara aset Desa; 

c. mengelola administrasi kepegawaian; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat dan musyawarah Desa; 

e. melakukan administrasi surat masuk dan surat keluar; 

f. melakukan penataan arsip Desa; 
g. menyiapkan berkas-berkas dalam pelayanan kepada masyarakat 
h. memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat 
i. mencatat hasil pelayanan administrasi 
j. melaporkan hasil pelayanan administrasi 
k. mengelola arsip pelayanan 
l. menyiapkan bahan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa 
m. menyiapkan bahan penyusunan LPPD,IPPD dan LKPJ Kepala Desa 
n. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan Desa 
o. mengelola arsip perencanaan pembangunan 
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 
Bagian Keempat

KEPALA URUSAN KEUANGAN
(1) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi meliputi : 

a. pengurusan administrasi keuangan 

b. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran 

c. verifikasi administrasi keuangan 

d. administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas staf urusan keuangan meliputi sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan RAPBDesa 

b. mencatat dan menginventarisasi sumber pendapatan Desa 

c. menerima hasil pendapatan asli Desa 

d. menatausahakan keuangan Desa 

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 

Bagian Kelima

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
(1) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang Pemerintahan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi meliputi : 

a. melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan; 

b. menyusun rancangan regulasi desa; 

c. pembinaan masalah pertanahan; 

d. pembinaan ketentraman dan ketertiban; 

e. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat; 

f. kependudukan; 

g. penataan dan pengelolaan wilayah; 

h. pendataan dan pengelolaan Profil Desa 

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uraian tugas Kepala Seksi Pemerintahan meliputi sebagai berikut : 

a. mencatat dan menginventarisir dokumen kependudukan; 

b. mencatat dan menginventarisir data kependudukan dan perubahannya; 

c. mencatat dan menginventarisasi luas, peruntukan dan pemanfaatan tanah di Desa serta perubahannya; 

d. mencatat dan menginventarisasi pelaksanaan kerja sama Desa; 

e. mencatat dan menginventarisasi hasil Pemilu, Pilkada dan Pilkades; 

f. mencatat dan menginventarisir kepengurusan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa; 

g. mencatat dan menginventarisasi tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban; 

h. melaksanakan pembinaan Siskampling; 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan. 

Bagian Keenam

KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
(1) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang Kesejahteraan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi meliputi : 

a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, 

b. pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, 

c. melaksanakan kegiatan di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas Kepala Seksi Kesejahteraan meliputi sebagai berikut : 

a. melaksanakan identifikasi permasalahan pembangunan Desa; 

b. melaksanakan pencatatan hasil-hasil pembangunan Desa; 

c. melaksanakan penyiapan bahan untuk perencanaan pembangunan Desa; 

d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan pembangunan Desa; 

e. melaksanakan identifikasi potensi ekonomi Desa; 

f. melaksanakan inventarisasi Usaha Mikro; 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan 

Bagian Ketujuh

KEPALA SEKSI PELAYANAN
(1) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang Pelayanan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi meliputi : 

a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat; 

b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; 

c. pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) uraian tugas Kepala Seksi Kemasyarakatan meliputi sebagai berikut : 

a. mencatat dan menginventarisasi permasalahan pendidikan masyarakat di desa; 

b. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pendidikan; 

c. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kesehatan masyarakat di desa; 

d. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kesehatan; 

e. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kemiskinan masyarakat di desa; 

f. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan pengentasan kemiskinan; 

g. mencatat dan menginventarisasi permasalahan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata di desa; 

h. menyiapkan bahan untuk kepentingan perencanaan peningkatan kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta wisata; 

i. melaksanakan kegiatan keagamaan; 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA 

Pasal 14
(1) Perangkat Desa mempunyai hak :

a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan.

b. Mendapatkan perlindungan hukum

(2) Ketentuan tentang penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sendiri dengan Peraturan Bupati.
Pasal 15

Perangkat Desa mempunyai kewajiban :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

c. Memelihara ketrentraman dan ketertiban masyarakat Desa

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang- undangan

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Desa.

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik

i. Mengelola keuangan  dan aset Desa

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa

l. Mengembangan perekonomian masyarakat desa

m. Membina dan melesatrikan nilai sosial budaya masyarakat

n. Memberdayakan masyarakat dna lembaga kemasyarakatan di Desa

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan

p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa

Pasal 16
Perangkat Desa dilarang

a. Merugikan kepentingan umum

b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu.

c. Menyalahgunakan wewenang tugas, hak dan atau kewajibannya

d. Melakukan tindakan deskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu.

e. Melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Desa

f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

g. Menjadi pengurus partai politik

h. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang

i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa , anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jabatan yang dilarang utnuk dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jabatan lain yang menghanbat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban sebagi Perangkat Desa.

j. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah.

k. Melanggar sumpah / janji jabatan

l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh ) hari kerja berturut- turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

m. Mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dan atau Anggota BPD dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, dan

n. Melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

BAB V

TATA KERJA DAN PEMBINAAN PERANGKAT DESA

Pasal 17
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(2) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
(3) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 

(4) Perangkat desa lainnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. 

Pasal 18
Dalam pelaksanaan tugasnya sekretaris desa dan perangkat desa lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan perangkat desa serta dengan instansi/ satuan kerja dan lembaga Desa sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VI
HARI KERJA DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 19
(1) Hari kerja bagi Pemerintah Desa ditetapkan 6 (enam) hari kerja, mulai hari Senin sampai dengan Sabtu. 

(2) Pengaturan jam kerja Pemerintah Desa ditetapkan sebagai berikut: 

a.Senin s/d Kamis mulai jam 07.30 sampai dengan 15.00 WIB; 

b.Jumat mulai 07.30 sampai dengan 11.00 WIB; 

c. Sabtu mulai 07.30 sampai dengan 14.00 WIB. 

(3) Pengaturan 6 (enam) hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa. 
(4) Pelayanan terhadap masyarakat tetap dilakukan diluar ketentuan pada ayat (1) dan (2)
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

(1) Kepala Desa menata kembali jabatan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Desa ini.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang terkait pelaksanaan teknis ataupun penetapan, dapat diatur dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat ditetapkannya Peraturan Desa ini mulai berlaku maka Peraturan Desa Turusgede tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Turusgede Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.
	Telah di Evaluasi  Bupati/walikota

a.n. Camat .......

tt
	Ditetapkan di  Turusgede
 Pada tanggal   27 September 2017
KEPALA DESA TURUSGEDE
DIDIK TEGUH SANTOSO


Diundangkan di Turusgede
pada tanggal  28 September 2017


SEKRETARIS DESA TURUSGEDE
       KARMIJAN
LEMBARAN DESA TURUSGEDE TAHUN 2017 NOMOR 04
LAMPIRAN :

PERATURAN DESA TURUSGEDE
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG :  SUSUNAN ORGANISASI DAN  TATA  KERJA  PEMERINTAHAN  DESA

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA TURUSGEDE
KECAMATAN REMBANG













Turusgede, 20 September 2017
	Nomor

Lampiran

Perihal
	:

:

:
	 140 /021/IX/ 2017
1(satu) berkas
Mohon Kesepakatan bersama Rancangan Peraturan Desa  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa      
	   K e p a d a :

Yth. Ketua BPD 

 Desa Turusgede
    Di

        Turusgede


Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017  tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dimana sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini  kami sampaikan dan mohon Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Turusgede, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa guna seperlunya dan terima kasih. 

KEPALA DESA TURUSGEDE
DIDIK TEGUH SANTOSO
NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH DESA TURUSGEDE
DENGAN 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TURUSGEDE
NOMOR
: 04 TAHUN 2017

TANGGAL
: 25 SeptemberL 2017

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ATAS 

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA TURUSGEDE
Yang bertanda tangan dibawah ini :

1.  Nama


: DIDIK TEGUH SANTOSO
  Jabatan


: Kepala Desa Turusgede
  Alamat Kantor
: Turusgede Rt 01 Rw 02 Kec,Rembang kode Pos 59251
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Desa Turusgede, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

2.  Nama 


: SUTIKNO
   Jabatan


: Ketua BPD Desa Turusgede
  Alamat Kantor
: Turusgede Rt 01 rw 02 Kec. Rembang Kode Pos 59251
Bertindak atas nama Badan Permusyawaratan Desa Turusgede selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Dengan ini menyatakan bahwa para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran Nota Kesepakatan Bersama ini. 

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017.

                 Turusgede, 25 September 2017
        KEPALA DESA TURUSGEDE                    BPD Desa Turusgede
           Kecamatan Rembang                     
Kecamatan Rembang 

        selaku







           
selaku

    PIHAK PERTAMA





          
PIHAK KEDUA
       DIDIK TEGUH SANTOSO




            SUTIKNO
BERITA ACARA

TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN                         TATA KERJA PEMERINTAH DESA TURUSGEDE
Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

3. SK Bupati Rembang Nomor 141/1092/2017 tentang Klasifikasi Desa di Kabupaten Rembang

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu tujuh belas telah diadakan rapat pembahasan Peraturan Desa yang bertempat dibalai desa Turusgede kecamatan Rembang dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.


Rapat tersebut dihadiri oleh ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Turusgede, Kepala Desa dan Perangkat Desa secara demokratis dengan azaz musyawarah untuk mufakat dengan kesimpulan kesepakatan sebagai berikut :

Rapat Musyawarah  Desa dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat serta Kelembagaan Masyarakat Desa  sebagaimana tersebut dalam daftar hadir.

Dalam Rapat Musyawarah Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta Rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Turusgede, terdiri dari :

1.1. Kepala Desa 

1.2. Sekretaris Desa

1.3. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
1.4. Urusan Keuangan
1.5. Kepala Kepala Seksi Pemerintahan
1.6. Kepala Seksi Kesejahteraan
1.7. Kepala Seksi Pelayanan
2. Secara detail bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Turusgede sebagaimana dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Kepala Desa agar segera melaksanakannya dan diatur dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.


Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perubahan.
Turusgede, 25 September 2017


LAMPIRAN :

BERITA ACARA KESEPAKATAN RANCANGAN PERDES NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG :  SUSUNAN ORGANISASI DAN  TATA  KERJA  PEMERINTAHAN DESA

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA TURUSGEDE
KECAMATAN REMBANG










Mengetahui dan Menyetujui

Wakil dari Peserta Musyawarah Desa

	No
	Nama
	Jabatan
	Tanda Tangan

	1.
	Didik Teguh Santoso
	Kepala Desa
	1. ………….

	2.
	Sutikno
	Ketua BPD
	          2. ………….

	3.
	Karmijan
	Sekretaris 
	3. …………..

	4.
	Juhari
	Kasi Pemerintahan
	          4. ………….

	5.
	Sukardi
	Kasi Pembangunan
	5. ………………

	6.
	Suwarno
	Staf Ur. Keuangan
	          6. ………....

	7.
	Joko Bekti
	Staf Ur. Umum
	7. …………….

	8.
	Temon Eko. P
	Wakil Ketua BPD
	           8. …………

	9.
	Wariyanti
	Sekretaris BPD
	9. ……………..

	10.
	Winarto
	Bidang Pemerintahan (BPD)
	         10. ………….

	11.
	Supriyanto
	Bidang Pemb. & Kemasy. (BPD)
	11. ………….

	12.
	Joko Mulyono
	Anggota BPD
	        12. …...……..

	13.
	Nur Kamid
	Anggota BPD
	 13. …...……..


BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DESA TURUSGEDE
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG


KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DESA TURUSGEDE KECAMATAN REMBANG 
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 02 TAHUN 2017 

T E N T A N G
KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TURUSGEDE KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TURUSGEDE,
	Membaca


	:
	Surat Kepala Desa Turusgede Nomor 140/021/IX/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Permohonan Kesepakatan Bersama Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Turusgede Kecamatan Rembang.


	Menimbang

Mengingat
	:

:


	a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh desa, maka perlu dilakukan penyesuaian stuktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang telah ada.

b. bahwa untuk penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diperlukan Kesepakatan bersama dari Badan Permusyawaratan  Desa.

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf “a” dan “b” perlu ditetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perunadang-undangan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5587);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa (Lembaran Negara Republik    Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara   Republik    Indonesia    Tahun   2015   Nomor  157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik    Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik    Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan  Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan  Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123) 


	Memperhatikan
	:
	Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Turusgede pada tanggal 25 September 2017


MEMUTUSKAN:

	Menetapkan

PERTAMA

KEDUA
KETIGA

	:

:

:
:

:
	Menyetujui Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Turusgede, terdiri dari :

1.1. Kepala Desa 

1.2. Sekretaris Desa

1.3. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
1.4. Urusan Keuangan
1.5. Kepala Kepala Seksi Pemerintahan
1.6. Kepala Seksi Kesejahteraan
1.7. Kepala Seksi Pelayanan
2. Secara detail bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Turusgede sebagaimana dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Secara detail bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Turusgede sebagaimana dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.
Menyerahkan Peraturan Desa sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Kepala Desa untuk segera dilaksanakan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


	
	
	



LAMPIRAN :

SK BPD TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERDES NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG :  SUSUNAN ORGANISASI DAN  TATA  KERJA  PEMERINTAHAN  DESA

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAH DESA TURUSGEDE
KECAMATAN REMBANG










BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DESA TURUSGEDE
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG


BERITA   ACARA

RAPAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA TURUSGEDE KECAMATAN REMBANG


Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima  bulan September tahun Dua ribu tujuh belas bertempat di Kantor Desa Turusgede Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar hadir terlampir, untuk membahas surat Kepala Desa Turusgede tentang permohonan Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Dalam Rapat Anggota Badan Permusyawaratan  Desa tersebut telah diperoleh  kata sepakat mengenai pokok - pokok hasil pembahasan yang hasilnya sebagai berikut:

1. Menyetujui Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Turusgede, terdiri dari :

1.1. Kepala Desa 

1.2. Sekretaris Desa

1.3. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
1.4. Urusan Keuangan
1.5. Kepala Kepala Seksi Pemerintahan
1.6. Kepala Seksi Kesejahteraan
1.7. Kepala Seksi Pelayanan
2. Secara detail bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Turusgede sebagaimana dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Kepala Desa agar segera melaksanakannya dan diatur dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa  Turusgede Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ini  dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )

DESA TURUSGEDE
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG


DAFTAR HADIR

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA TURUSGEDE
KECAMATAN REMBANG – KABUPATEN REMBANG


	Hari, tanggal

Waktu

Tempat

Acara


	:

:

:

:
	Senin, 25 September 2017
Pukul 20.00 WIB

Kantor Desa Turusgede 

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Turusgede Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang

	No.
	N  A  M  A
	JABATAN
	TANDA TANGAN

	1.
	SUTIKNO
	Ketua
	1. ……………

	2.
	TEMON EKA. P
	Wakil Ketua
	         2. …………..

	3.
	WARIYANTI
	Sekretaris
	3. ……………

	4.
	WINARTO
	Bidang Pemerintahan
	        4. …………..

	5.
	SUPRIYANTO
	Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan 
	5. …………..

	6.
	JOKO MULYONO
	Anggota
	         6. …………..

	7.
	NUR KAMID
	Anggota
	7. …………..



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DESA TURUSGEDE
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG


DAFTAR HADIR RAPAT MUSYAWARAH DESA

DESA TURUSGEDE  KEC. REMBANG
	Hari,  Tanggal

Jam

Tempat

Acara Rapat
	:

:

:

:
	Minggu. 26 September 2017
Pukul  19.00 WIB  s/d  21.45 WIB

Balai Desa Turusgede Kecamatan Rembang

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Turusgede..


	No.
	N  A  M  A
	KEDUDUKAN DI DESA / DINAS / INSTANSI
	TANDA - TANGAN

	1.
	Didik Teguh Santoso
	
	1. ………….

	2.
	Karmijan
	
	           2. ………….

	3.
	Suwarno
	
	3. …………..

	4.
	Sakroni
	
	           4. ………….

	5.
	Sukardi
	
	5. ………………

	6.
	Joko Bekti
	
	            6. ………....

	7.
	Juhari
	
	7. …………….

	8.
	Sardi
	
	            8. …………

	9.
	Oki Ermin Safitri
	
	9. ……………..

	10.
	Sutikno
	
	          10. ………….

	11.
	Temon Eka .P
	
	11. ………….

	12.
	Wariyanti
	
	           12. …...……..

	13.
	Supriyanto
	
	13. …………….

	14.
	Joko Mulyono
	
	            14. …….……

	15.
	Winarto
	
	15. ……..

	16.
	Nur Kamid
	
	           16. …...……..

	17.
	Suri’ah
	
	17. ………

	18.
	Suprapti
	
	           18 ……....…..

	19.
	Siti khoirun Umah
	
	19. ……….

	20.
	Rismiati
	
	           20. ……....….

	21.
	Winarto
	
	21. ………

	22.
	Rukani
	
	22. ….....……

	23.
	Basri
	
	23, ………….

	24.
	Agus Mulyono
	
	24. ………….

	25
	Rolis
	
	25. ….………

	26.
	Lani
	
	26. ………….

	27.
	Jabar Shodik
	
	27. ………….

	28
	Karnaji
	
	28. …………..

	29.
	Muinatun
	
	           29. ………….

	30
	Ramini
	
	30. ………………

	31.
	
	
	           31. ……...…..

	32.
	
	
	32. …………….

	33.
	
	
	           33. …….....…

	34.
	
	
	34 ……………..

	35.
	
	
	          35. ………….

	36.
	
	
	36. ………….

	37.
	
	
	           37. …...……..

	38.
	
	
	38. …………….

	39.
	
	
	            39. ….………

	40.
	
	
	40. ……..

	41.
	
	
	           41. ……...…..

	42.
	
	
	42. ………

	43.
	
	
	           43 ……....…..

	44.
	
	
	44. ……….

	45.
	
	
	           45. …....…….

	46.
	
	
	46. ………

	47.
	
	
	            47. …….……

	48.
	
	
	48. ……….

	49.
	
	
	            49. …….……

	50.
	
	
	50. ………


KEPALA DESA





BPD





SEKRETARIS DESA





KEPALA URUSAN KEUANGAN





KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN





KASI   PELAYANAN





KASI   KESEJAHTERAAN





KASI   PEMERINTAHAN





KEPALA DESA TURUSGEDE











DIDIK TEGUH SANTOSO





Ketua BPD











SUTIKNO





KEPALA DESA





BPD





SEKRETARIS DESA





KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN





KEPALA URUSAN KEUANGAN





KASI   KESEJAHTERAAN





KASI   PEMERINTAHAN





KASI   PELAYANAN





Ditetapkan di  : Turusgede


pada tanggal   :  25 September 2017





BADAN PERMUSYAWARATAN  DESA (BPD )


TURUSGEDE,


Ketua,











SUTIKNO





KEPALA DESA





BPD





SEKRETARIS DESA





KEPALA URUSAN UMUM DAN PERENCANAAN





KEPALA URUSAN KEUANGAN





KASI   KESEJAHTERAAN





KASI   PEMERINTAHAN





KASI   PELAYANAN








BADAN PERMUSYAWARATAN  DESA (BPD )


DESA TURUSGEDE,


Ketua,








SUTIKNO





BADAN PERMUSYAWARATAN  DESA (BPD )


DESA TURUSGEDE,


Ketua,











SUTIKNO





Kepala Desa Turusgede











DIDIK TEGUH SANTOSO









